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Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng

BAB I

PENDAHULUAN

A. U M U M 
Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2006 Tentang Desa menjadikan definisi Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki  batas - batas Wilayah  yang berwenang untuk mengatur dan mengurus  kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan  asal usul  dan adat  istiadat  setempat yang diakui  dan dihormati  dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
Pada dasarnya kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan desa diarahkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang hakiki yakni memberikan pelayanan masyarakat guna mewujudkan rasa keadilan, melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian.

Penyelenggaran Pemerintahan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan  Desa, yang dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan  desa senantiasa dilandasi prinsip kemitrasejajaran hubungan antara Kepala desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, maka sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintahan kepada Bupati, BPD dan masyarakat, Pemerintah desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan atas Penyelenggaraan Pemerintahan desa kepada Bupati,  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan kepada BPD dan menyusun Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan  dalam Peraturan  Menteri Dalam Negeri no. 35 th.2007 tentang pedoman umum  tata cara  pelaporan  dan pertanggung jawab  penyelenggaraan  pemerintahan desa. 
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sebagaimana tertuang pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
2. Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            Nomor 1655 ) ; 

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ) ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan                    Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik  Indonesia tahun 2014 nomor 168,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 35  th. 2007 tentang Pedoman Umum Tata cara  Pelaporan  dan Pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ; 
7. Perda Kabupaten  No 8 tahun 2006  tentang Pedoman Organisasai dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2006 Nomor 9 ) 
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor  73 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2014 nomor 925); 
10.  Peraturan Bupati Buleleng Nomor 78 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2014 030 ); 

11. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng ; 
    C.   GAMBARAN UMUM DESA
PETA DESA
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1. Kondisi Geografis
a. Letak Wilayah
      Desa Umeanyar terletak pada posisi 8,11,21 LS dan 114,5,42 BT.

            Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Utara
:  Laut Bali 
- Timur
:  Desa Lokapaksa
- Selatan
:  Desa Lokapaksa
- Barat    
:  Desa Banjar Asem.
b.  Luas Wilayah

Desa Umeanyar yang merupakan salah satu dari 129  Desa di kabupaten Buleleng memiliki wilayah seluas, 2.580 km² yang secara administrasi terdiri dari 2 ( dua ) banjar dinas, Yaitu Banjar Dinas Pawitra dan Banjar Dinas Kundalini.
2.  Kondisi Demografis

Berdasarkan registrasi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk desa Umeanyar terus mengalami Peningkatan dan pada tahun 2020  ini telah mencapai sebanyak 1.618  jiwa. Untuk lebih jelasnya gambaran umum demografis Desa  Umeanyar dapat dilihat pada  tabel –  tabel dibawah ini
	NO
	TINGKATAN PENDUDUK
	JUMLAH

(Jiwa)

	1
	Jumlah Penduduk Desa Umeanyar
	1.711

	2
	Jumlah Menurut Jenis Kelamin
	

	
	Laki-laki
	851

	
	Perempuan
	860


	3
	Jumlah Menurut Kepala Keluarga
	518

	4
	Jumlah Menurut Umur
	

	 
	0 - 12 bulan
	9

	 
	1  tahun
	11

	 
	2  tahun
	32

	 
	3  tahun
	23

	 
	4 tahun
	33

	 
	5 tahun
	29

	 
	6 tahun
	30

	 
	7 tahun
	27

	 
	8 tahun
	23

	 
	9 tahun
	28

	 
	10 tahun
	25

	 
	11 tahun
	33

	 
	12 tahun
	29

	 
	13 tahun
	26

	 
	14 tahun
	19

	 
	15 tahun
	26

	 
	16 tahun
	91

	 
	17 tahun 
	27

	 
	18 tahun
	22

	 
	19 tahun
	37

	 
	20 tahun
	35

	 
	21 tahun
	26

	 
	22 tahun
	21

	 
	23 tahun
	33

	 
	24 tahun
	26

	 
	25 tahun 
	28

	 
	26 tahun
	32

	 
	27 tahun
	18

	 
	28 tahun
	30

	 
	29 tahun
	22

	 
	30 tahun
	22

	 
	31 tahun
	32

	 
	32 tahun
	15

	 
	33 tahun
	18

	 
	34 tahun
	13

	 
	35 tahun
	20

	 
	36 tahun
	17

	 
	37 tahun
	21

	 
	38 tahun
	26

	 
	39 tahun
	29

	 
	40 tahun
	25

	 
	41 tahun
	32

	 
	42 tahun
	29

	 
	43 tahun
	17

	 
	44 tahun
	24

	 
	45 tahun
	15

	 
	46 tahun
	18

	 
	47 tahun
	19

	 
	48 tahun
	27

	 
	49 tahun
	29

	 
	50 tahun
	28

	 
	51 tahun
	12

	 
	52 tahun
	28

	 
	53 tahun
	20

	 
	54 tahun
	20

	 
	55 tahun ke atas
	360

	 
	Total
	1.711


Tabel 1

Jumlah Penduduk Desa Umeanyar.menurut Jenis Kelamin dan  Golongan Umur
Jumlah penduduk Desa Umeanyar menurut Jenis Pekerjaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

	No
	Pekerjaan
	Jumlah

	1
	Petani
	84
6


	2
	Pelajar/Mahasiswa
	200

	3
	Ibu Rumah Tangga
	173

	4
	Pedagang
	33

	5
	Pegawai Swasta
	361


	6
	Pensiunan
	               5

	7
	Guru / Dosen
	9

	8
	Industri / Wiraswasta
	25

	9
	TNI
	5

	10
	Dokter
	2

	11
	Buruh Tani / Buruh Harian Lepas
	100

	12
	Bidan / Tenaga Medis Lain
	5

	13
	Pegawai Negeri
	42

	14
	Belum Kerja / Tidak Bekerja
	184

	15
	Lainnya
	

	
	Total
	1.797


Tabel 2
Jumlah Penduduk Desa Umeanyar menurut Jenis Pekerjaan 
          Jumlah penduduk menurut keadaan cacat di Desa Umeanyar selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

	NO
	KEADAAN CACAT
	JUMLAH

	1.
	Cacat Fisik
	2

	2.
	Tuna Rungu
	5

	3.
	Tuna Wicara
	1

	4.
	Tuna Netra
	2

	5.
	Lumpuh
	3

	
	Total
	8


Tabel 3

Jumlah Penduduk Desa Umeanyar menurut keadaan cacat

 Jumlah penduduk menurut tenaga kerja di Desa Umeanyar dapat    dilihat pada   tabel di    bawah ini :

	NO
	TENAGA KERJA
	JUMLAH

	
	Penduduk Usia Produktif (15-55th) 
	1.252

	
	Tidak Produktif
	459

	
	Total
	1.711



Tabel 4

        Jumlah Penduduk Desa Umeanyar menurut tenaga kerja

Jumlah  penduduk  Desa Umeanyar menurut  agama  yang  dipeluk  dapat  dilihat  pada tabel  di bawah ini :

	NO
	AGAMA
	JUMLAH PENGANUT

	1
	ISLAM
	    3

	2
	KATHOLIK
	     -

	3
	PROTESTAN
	    -

	4
	HINDU
	1.708

	5
	BUDHA
	     

	JUMLAH
	1.711


Tabel 5

Jumlah Penduduk Desa Umeanyar Menurut agama yang dianut
Jumlah penduduk Desa Umeanyar menurut jenis pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

	NO
	JENIS PENDIDIKAN
	JUMLAH

	1
	Belum tamat SD/Sederajat
	200

	2
	SD/Sederajat
	442

	3
	SLTP
	217

	4
	SLTA
	345

	5
	D-1 / D-2
	50

	6
	D-3
	23

	7
	S-1
	41

	8
	S-2
	3

	9
	Tidak / Belum Sekolah
	390

	JUMLAH
	1.711


Tabel 6

Jumlah Penduduk Desa UmeanyarMenurut tingkat pendidikan

3. Kondisi Ekonomi

Dengan adanya beberapa bentuk pendekatan program pemerintah baik yang bersifat carity berupa Raskin maupun program-program jangka menengah yang bersifat pemberdayaan melalui PNPM dan bantuan-bantuan hibah dari pemerintah Pusat maupun Daerah, menunjukkan adanya peningkatan gairah perekonomian masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari menurunya produksi pertanian  dari tahun 2020, dari 3,9 ton  menjadi sebesar  3,7 ton  pada tahun 2020 dikarenakan lahan pertanian berubah fungsi menjadi Bangunan rumah pribadi, Hotel, Villa dan Restorant serta akibat cuaca yang tidak menentu mengakibatkan Produksi Pertanian menurun.
Disamping itu apabila dilihat dari tata guna tanah yang dimanfaatkan oleh penduduk Desa Umeanyar yang sebagian besar adalah lahan Pertanian , menunjukkan bahwa masyarakat Desa Umeanyar mayoritas bekerja sebagai Buruh Tani  (Kalau lahan di desa sebagian besar lahan pertanian uraikan jenis tananamnya seperti ):Tanaman yang dibudi dayakan meliputi tanaman buah/palawija/ seperti ( mangga, anggur )  dan tanaman pangan ( padi ).
Selain komoditas pertanian, sebagian penduduk juga bekerja dan         mengembangkan sektor industri kecil antara lain Berdagang dan menjadi tukang bangunan. 
Selain mata pencaharian diatas, penduduk Desa Umeanyar juga berprofesi sebagai guru, TNI,  karyawan swasta, tenaga medis, dll.

Hal yang mulai dikembangkan di Desa Umeanyar sebagai salah satu usaha untuk mendongkrak perekonomian masyarakat antara lain adalah usaha 
pengembangan sektor Peternakan dengan usaha pengembangan Kelompok Ternak yang lebih dikenal dengan nama Gapoktan  Desa Umeanyar Sedangkan untuk mendukung usaha peningkatan hasil usaha di bidang Peternakan dan usaha penyelamatan lingkungan dimasing-masing Dusun yang ada di Desa Umeanyar dibentuk kelompok KUB  ( Kelompok Usaha Bersama ) sesuai dengan usaha masing-masing yang ada di dalam kelompok masyarakat Umeanyar. 
                              BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
Dalam mengemban amanat masyarakat desa, pemerintah desa melakukan upaya terencana dan terprogram yang tersusun dalam dokumen perencanaan desa baik RPJMD maupun RKPD. Sejalan dengan dokumen perencanan yang ada seperti Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP ), maka visi, misi, program dan kegiatan pemerintah Desa Umeanyar mengacu pula pada visi dan misi induk Kabupaten Buleleng. Visi dan misi pembangunan Desa Umeanyar sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa berlaku mulai tahun 2015  sampai dengan tahun 2021  dapat diuraikan sebagai berikut :

A. VISI DAN MISI

1. VISI
Visi Pemerintah Desa Umeanyar 2015 - 2021  adalah:


2. MISI
Misi merupakan pernyataan yang menjadi dasar penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sehingga pernyataan misi akan membawa desa kepada suatu fokus yang menjelaskan keberadaan desa yang bersangkutan. Visi dan Misi akan mendorong alokasi sumberdaya desa sehingga pernyataan Visi dan Misi tersebut harus selaras dengan amanah yang diembannya.

Dengan adanya misi maka akan diketahui apa yang harus dilakukan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai dengan baik. Misi diharapkan juga akan dapat menunjukkan peran dan program-program Pemerintah Desa kepada seluruh lapisan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). 
Misi Pemerintah Desa  Umeanyar  adalah :

1. Melanjutkan program program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa perioda yang lalu.

2. Melakukan perbaikan sistem kerja aparatur pemerintah desaguna meningkatkan kwalitaspelayanan kepada masyrakat secara cepat dan tepat

3. Menyelenggarakan pemerintah yang bersih terbebas dari koropsi serta bentuk bentuk penyelewangan lainnya

4. Menyelenggarakan urusan pemerintah secara transparan,dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang undangan

5. Meningkatkan komonikasi yang intensif dan bekerja sama dengan Bendesa Adat,BPD,LPM dan Organisasi Truna Truni Sebagai mitra kerja dalam meningkatkan pembangunan Desa

6. Mengalokasikan Anggaran berdasarkan sksls prioritas agar program pemerintahan desa dapat berjalan secara cepat,Tepat dan akurat ditunjang dengan peningkatan kesejahtraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan menageman pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat
7. Pendataan dan penataan administrasi pemerintah desa agar lebih mudah dalam pelayanan terhadap masyarakat

8. Bersama bendesa adat memberdayakan dan mengoptimalkan sekea turna truni dalam kegiatan berolah raga dan seni budaya guna menyalurkan bakat dan kreatifitas pemuda

9. Menyusun peraturan desa bersama BPD berdasarkan situasi dan kondisi

10. Meningkatkan prekonomian masyarakat melalui penciptaan lapanga kerja seluas luasnya dengan berbasiskan kepada potensi asli desa

11. Menjalin kerjasama dengan semua pihak ,tokoh masyarakat,tokoh pemuda dalam mewujudkan keamanan dan kesejahtraan masyarakat

12. Peningkatan sumber daya masyarakat agar menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing mwnghadapi perkembangan lingkungan
13. Melakukan konsultasi dan konsulidasiyang efektif antara pemerintah dangan masyarakat,pemuka agama,tokoh pemuda dalam mencari solusi terhadap gejala dan permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat

14. Meningkatkan partisifasi sektor swasta,peleku pariwisata,pembedayaan ekomi kerakyatan dan daya saing daerah.

Adapun MOTTO desa Umeanyar adalah” BETTER” (Bersih,Trepti Dan 
Rahayu)”
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
Strategi pada dasarnya merupakan upaya ataupun cara dalam mengoptimalkan potensi ataupun mengatasi permasalahan. Sehubungan dengan hal tersebut strategi pembangunan desa dirumuskan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang ada di desa serta tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu. 

Desa Umeanyar menetapkan strategi pembangunan dengan memfokuskan pada upaya-upaya pengelolaan dan penanganan masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kemakmuran rakyat serta upaya untuk menciptakan keadaan Desa Umeanyar yang sejahtera, adil dan lestari.

Mengingat dinamika pengembangan wilayah Kabupaten Buleleng saat ini lebih mengarah pada perkembangan sektor pertanian dan Industri, maka arah kebijakan pembangunan Desa Umeanyar titik beratkan pada pengembangan sektor Pertanian  dan Industri Disamping sektor –sektor 
 pendidikan dan sektor pariwisata. Dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik maka penataan sistem pemerintahan diperbaiki secara bertahap. 
          Untuk mewujudkan arah kebijakan diatas perlu strategi-strategi yaitu :

1. Merubah cara pandang dan pemahaman serta menambah wawasan masyarakat tentang pentingnya membentuk kelompok Gapoktan serta memfasilitasi pembentukan gabungan kelompok Tani di  desa dan juga menambah wawasan Bercocok Tanam dan Memelihara ternak  tentang pentingnya merubah sistem dari petani non organik kepada petani organik.

2. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk mewujudkan point pertama.

3. Menambah wawasan masyarakat tentang pengembangan sektor Pertanian untuk pengembangan pariwisata berbasis pertanian ( agrowisata )

4. Bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait industri wisata serta membentuk kelembagaan desa wisata dan membuat peraturan tentang desa wisata untuk menunjang  perwujudan point ketiga.

5. Memfasilitasi terbentuknya lembaga-lembaga pendidikan baru baik sektor formal maupun informal 

( pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah (PLS) )  

C. PRIORITAS DESA

   Pembangunan Desa Umeanyar diprioritaskan pada hasil musrenbangdesa sebagai perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(RPJMDesa ) yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa). Di dalam penyusunan RPJMDesa melibatkan unsur-unsur antara lain 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kelian Adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, RT, RW, Kelian Banjar Dinas, karang taruna, PKK,serta beberapa warga masyarakat.
BAB III

            PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  DESA
A. PENYELENGARAAN URUSAN HAK ASAL USUL DESA
     Semenjak adanya penyeragaman bentuk dan nama Desa di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, secara implisit berdampak terus hingga saat ini dalam pelaksanaan  tugas-tugas atau urusan di desa walaupun telah dilakukan perubahan regulasi terhadap pemerintahan Desa. Dampak yang terlihat antara lain adalah masih terpisahnya sistem pemerintahan Desa administratif dan sistem pemerintahan Desa adat. 
    Yang dimaksud dengan hak asal-usul desa dalam bab ini adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi hak asal usul desa dimaknai sebagai urusan yang telah lazim dilaksanakan di desa. 
Penyelenggaraan urusan yang menjadi hak asal usul desa seperti :

1. Penggalian dan pemanfaatan sumberdaya alam
2. Penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Pelaksanaan pembangunan desa
4. Pembinaan sosial kemasyarakatan
1. Penggalian dan Pemanfaatan sumberdaya alam

a. Pelaksanaan Kegiatan
 - Peningkatan PAD melalui sumbangan partisipasi warga, pengelolaan sumber daya alam, pemanfaatan tanah desa
b. Tingkat pencapaian
- melalui sumbangan partisipasi warga berupa Gotong Royong 
- pemanfaatan tanah Desa berupa bagi hasil pertahun sebesar. 
c. Satuan pelaksana kegiatan

- Kegiatan pengumpulan sumbangan partisipasi warga dilakukan oleh Petugas Pungut 
- Kegiatan pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh Kelian Subak
- Pemanfaatan tanah Desa dilakukan oleh Pihak Ke III ( tiga ) Penyakap.
2. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- Pelaksanaan urusan pemerintahan desa antara lain dilaksanakan melalui kegiatan-   kegiatan sebagai berikut :

2.1. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan Desa

2.2. Peningkatan kinerja Pemerintah Desa

2.3. Penertiban adminsitrasi Desa

2.4. Penertiban penduduk

2.1. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga  kemasyarakatan desa.

a. Pelaksanaan kegiatan

  Uraikan bentuk-bentuk pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa seperti BPD, LPM, PKK, Karang Taruna dsb misalnya kerjasama dengan BPD telah melakukan pembuatan peraturan desa, dengan LPM telah melakukan perencanaan pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani, dengan Jumlah anggaran : Rp. 410.420.000 dari Dana Desa. 
Dengan PKK telah melakukan kegiatan arisan, dan melaksanakan Kegiatan Posyandu  Balita, dan Lansia dan pemberian makanan tambahan bagi Balita Setiap bulan tgl 24 bulan bersangkutan  dengan Karang Taruna telah melakukan kerjasama di bidang olah raga Seni dan Budaya PHDI kerjasama dalam rangka kerohanian / Spiritual dan kegiatan Keagamaan dan upacara adat.
b. Tingkat pencapaian

  Tingkat Pencapaian kerjasama dengan lembaga-lembaga Di Desa
 - Dengan BPD menghasilkan peraturan Desa
1. Peraturan Desa No. 1  tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Perbekel.
2. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sumber – sumber Pendapatan Asli Desa. 
3. Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 
4. Pertauran Desa Nomor 4 tahun 2020, tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa    ( RKP – Desa ) 
5. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  tahun angaran 2020.
6. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 9 tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020. 
7. Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2020, tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun anggaran 2020.
8. Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Nomor 9 tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020.
9.  Peraturan Desa Nomor 9 tahun 2020, tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa.
- Dengan LPM  

1. Melaksanakan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong dan Karya Bakti Gotong Royong dengan Masyarakat,Karang Taruna dan sekea Truna truni.
2. Melaksanakan Pembangunan di Desa
 - Dengan PKK

1. Menyelenggarakan Kegiatan Posyandu Balita dan lansia Setiap tanggal 24 bulan bersangkutan. 
2. Pelaksanaan kegiatan PORSENIDES Tahun 2020.

3. Pelaksanaan kegiatan Gotong royong di Lingkungan Desa dan Urakan. 

c. Satuan Pelaksanaan Kegiatan

1. kerjasama dengan BPD dalam pembutan peraturan desa, dalam hal   Penyusunan     Rancangan Peraturan Desa, dan Peraturan Desa  dapat melibatkan BPD, LPM, PKK dan tokoh – tokoh masyarakat. 
       2 Kerjasama dengan LPM dalam  perencanaan pembangunan tentang Pembangunan    Rabat Beton, Serta Pembangunan Infrastruktur di Pura khayangan Tiga ( Pura Desa, Pura Dalem  dan  Pura Segara )
2.2. Peningkatan kinerja pemerintah desa

     a. Pelaksanaan kegiatan

- Uraikan pelaksanaan kegiatan   yang  dilakukan dalam rangka peningkatan   kinerja parat  pemerintah

- Mengikuti kegiatan Bintek
- Pemberian tambahan-tambahan penghasilan dan bentuk tunjangan kesejahteraan    lainnya

- Penertiban disiplin kerja jam kantor

- Pembinaan perangkat desa

- Jumat Bersih

- Persembahyangan Purnama Tilem di Pura

- (dll)
b. Tingkat pencapaian
    -  Pelaksanaan jam kantor mulai jam 8.00 Wita   sampai dengan Pkl.  15.30 Wita   terkecuali hari Jumat Bersih Jam 8.00 sampai dengan Pkl. 13.00 Wita, daftar hadir  Perangkat Desa 
    -  Rapat Rutin staff Setiap Hari Senin,
-  Pelaksanaan Pakaian Kerja. 
c. Satuan Pelaksana kegiatan

 Uraikan satuan/unit pelaksana masing-masing kegiatan misalnya :

- untuk kegiatan diklat/bimtek diselenggarakan oleh  Camat Seririt bersama Kasi – kasinya 
- untuk pemberian tunjangan atau tambahan penghasilan dari sumber Alokasi Dana Desa 
- Penertiban jam kantor di awasi oleh  Sekretaris Desa 
- Rapat staff dipimpin  Kepala Desa 
- Kalau ada teguran disampaikan oleh  Sekretaris Desa. 
2.3. Penertiban adminsitrasi desa

a. Pelaksanaan kegiatan
    Pengisian buku-buku administrasi desa Masing – masing Kepala Urusan Desa
b. Tingkat pencapaian
     Dari jumlah 31 buku administrasi yang ada di desa telah terisi dengan baik   sebanyak  31 buku
c. Satuan pelaksana kegiatan

Buku Administrasi Umum diisi oleh Kaur Umum 
a. Model A 1 
: Buku Data Peraturan Desa 

b. Model A 2 
: Buku Keputusan Kepala Desa 

c. Model A 3 
: Buku Data Inventaris Desa.

d. Model A 4 
: Buku Data Aparat Pemerintah Desa 

e. Model A 5 
: Buku Data Tanah Milik Desa / Tanah Kas Desa 

f.  Model A 6 
: Buku Data Tanah Desa 
g. Model A 7 
: Buku Buku Agenda 

h. Model A 8 
: Buku Ekspidisi.
Buku. Administrasi Penduduk diisi oleh Kasi Pemerintahan
a. Model B 1 
: Buku Data Induk Penduduk Desa.
b. Model B 2 
: Buku Data Mutasi Penduduk Desa.

c. Model B 3 
: Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan.

d. Model B 4 
: Buku Data Penduduk Sementara. 

Buku Administrasi Keuangan Desa  diisi oleh Kaur Keuangan 

a. Model C 1.a
: Buku Anggaran Penerimaan 

b. Model C 1.b
: Buku Anggaran pengeluaran Rutin 
c. Model C 1.c  
: Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan 
d. Model C 2
: Buku Kas Umum 

e. Model C.3.a
: Buku Kas Pembantu Penerimaan

f.  Model C.3.b
: Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin.

g. Model C.3.C
: Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan. 

Buku Administrasi Pembangunan diisi oleh Kasi Kesejahtraan
     a. Model D 1 
: Buku Rencana Pembangunan

     b. Model D 2 
: Buku Kegiatan Pembangunan
     c. Model D 3
: Buku Inventaris Proyek 

     d. Model D 4 
: Buku Kader – Kader Pembangunan. 

     Buku Administrasi BPD diisi oleh Badan Permusyawaratan Desa 

     a. Model E 1 
:  Buku Data Anggota BPD 

     b. Model E 2
:  Buku Data Keputusan BPD 

     c. Model E 3 
:  Buku Data Kegiatan BPD 

     d. Model E 4.a 
:  Buku Agenda BPD 

     e. Model E.4.b 
:  Buku Ekspidisi.
     Buku Administrasi lainnya seperti Buku Propil Desa diisi oleh Pokja Propil. 
2.4. Penertiban penduduk

a. Pelaksanaan kegiatan
           Pencatatan seluruh perubahan data kependudukan baik lahir, mati, datang      dan pergi
   - Pelayanan pengurusan dokumen kependudukan

   - Pelayanan dokumen masyarakat lainnya

b. Tingkat Capaian
- Total jumlah penduduk lahir selama tahun 2020 sebanyak  

4 Orang 

- Total jumlah penduduk mati selama tahun 2020 sebanyak            
 9 Orang 

- Total jumlah penduduk datang selama tahun 2020 sebanyak        
7 Orang 

- Total jumlah penduduk pergi selama tahun 2020 sebanyak           
10 Orang 

- Total penduduk wajib KTP                                               
              1.273 Jiwa 

- Total masyarakat yang mempunyai KTP dan KK                       
     1.272 Orang 

- Total Jumlah Masyarakat yang belum memiliki KTP sebanyak            438 Orang 
  - Total Jumlah Masyarakat yang belum memiliki KK 

  

   1 Orang 

- Total jumlah pelayanan administrasi yang terlayani di desa                388 Orang 

c. Satuan pelaksana kegiatan

- Pencatatan  penduduk  lahir, mati, datang   dan pergi dilakukan oleh Kelian Banjar Dinas Pawitra dan Banjar Dinas Kundalini dan dilaporkan kepada Kasi Pemerintahan Desa. 
- Pengurusan KTP dan KK melalui Kelian Banjar Dinas dan diteruskan kepada Kasi Pemerintahan.
- Pelayanan surat menyurat kepada masyarakat dilakukan oleh Kasi Pemerintahan. 
3. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3.1. Pembangunan fisik Desa

  3.2. Pembangunan non fisik Desa
a.Pelaksanaan Kegiatan

3.1 Pembangunan Fisik Desa
Dalam hal melaksanakan hak asal usul Desa, Desa Umeanyar melaksanakan beberapa hal yang menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu : 
· Pembangunan fisik meliputi :
· Pembuatan Wahana Selfie Pantai dan Persawahan.
3.2 Pembangunan Non Fisik Desa
· Pembangunan Non Fisik Meliputi :
· Upacara Musaba Subak Abian Kertham Bhumi dengan Dana BKK Prov Tahun Anggaran 2020.
· Upacara Musaba Subak Ponjok Cukli dengan Dana BKK Prov Tahun Anggaran 2020.
· Upacara Musaba Subak Banyumati dengan Dana BKK Prov Tahun Anggaran 2020.
b. Tingkat pencapaian
Tingkat pencapaian pembangunan fisik yang anggarannya berasal dari Dana Desa tahun 2020 telah mencapai 98%, sebesar Rp. 122.306.420.00 Dengan Pekerjaan Swadaya masyarakat. 
 c. Satuan Pelaksana Kegiatan. 

Pelaksanaan kegiatan diatas karena merupakan kegiatan rutin dan berkesinambungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Umeanyar bersama-sama dengan masyarakat Desa maka kegiatan diatas dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama.
· Pembangunan non fisik desa

a. Pelaksanaan kegiatan

- Pembinaan kepada kelompok masyarakat 

a.Pembinaan Linmas
c.Pembinaan Staf Desa

d,Pembinaan anggota BPD

e Pembinaan LPM.

f.Pembinaan PKK dan

h.Pembinaan Kader posyandu. 
i. Pengelolaan TPST

J. Pengelolaan PAUD
b. Tingkat pencapaian

- Adapun tingkat pencapaian yang didapatkan yaitu 99%, Dengan dana dari Anggaran APBDesa 2020 Sebesar Rp. 1.366.874.580
c. Satuan Pelaksana Kegiatan

   - Penyuluhan dan pelatihan dilaksanakan :  ada 
4. Pembinaan sosial kemasyarakatan
    Kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan antara lain berupa :
     4.1. Pemberian bantuan sosial, Kerjasama dengan Desa adat, penyelenggaraan 
            kegiatan olahraga, Dan kebersihan Lingkungan.

     4.2.Pemberian Sembako pada masyarakat miskin. 
     4.3.Pengobatan gratis bagi masyarakat miskin.

a. Pelaksanaan kegiatan

 - Pemberian Makanan tambahan bagi bayi balita yang kurang gisi.

 - Pengobatan gratis bagi Lansia

 - Pembinaan hidup bersih dan sehat.

b. Tingkat pencapaian

Pencapaian dari pada kesadaran hidup bersih dan sehat di tahun 2020, mencapai 98 %, Ini bisa di nilai dari terbukti dengan adanya bantuan bangunan TPS3R dari pusat untuk mengelola sampah yang ada di Desa..
c. Satuan Pelaksana Kegiatan
Berkerjasama dengan Adat,Tokoh – tokoh masyarakat, PKK, karang taruna. Dan    Ketua  lingkungan. 
4.2. Perlindungan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat
a. Pelaksanaan kegiatan

    - Pembinaan dan latihan keamanan bagi anggota Linmas

    - Pendataan penduduk pendatang tiap bulan.
    - Mensosialisakan kepada warga kalau punya tamu, tinggal lebih dari 24 jam,di    
harapkan melapor ke Desa
b. Tingkat pencapaian

Hasil yang dicapai sekitar 95 % dari hasil penjajagan yang dilakukan setiap bulannya.
c. Satuan Pelaksana Kegiatan
Babinkamtibmas, Babinsa, SatPolPP, LPM Seksi keamanan, Linmas. Perangkat Desa, BPD, Dinas kependudukan dan Catatan Sipil kab. Buleleng, dan Ketua Urakan masing masing wilayah yang di Sidak. 
B. MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PROGRAM KERJA PEMERINTAH 
             DIATASNYA

Disamping menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang telah lazim dilaksanakan semenjak dulu, pemerintah desa juga mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi program kerja pemerintah diatasnya baik dari pemerintah kecamatan, kabupaten, propinsi maupun pusat. 

   1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sesuai dengan prioritas pembangunan Desa Umeanyar yang lebih difokuskan pada bidang pertanian, maka Pemerintah Desa Umeanyar dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator pembentukan  kelompok-kelompok Tani. Sampai dengan akhir tahun 2020, sudah terbentuk 8 kelompok tani. Masing-masing kelompok tani ini mempunyai bidang usaha yang berbeda-beda, mulai dari kelompok yang tergabung yaitu Gapoktan Gabungan Kelompok Tani Ternak seperti  ternak Sapi  pembuatan pupuk organik, kelompok tani anggur, ternak babi, dan pengolahan hasil produksi.

2. Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral

Segala kegiatan penambangan batu yang ada di Desa Umeanyar dikendalikan pelaksanaannya sehingga penambang tradisional akan terwujud rasa memiliki, mengamankan dan melestarikan lingkungan. Dengan demikian sungai, Sepadan Pantai, bangunan dan fasilitas umum lainnnya terhindar dari kerusakan akibat penambangan ini.
Untuk mewujudkan cita-cita diatas, maka Kabupaten Buleleng memfasilitasi terbentuknya koperasi/mengadakan sosialisasi yang anggotanya khusus para penambang batu. Tujuan dibentuknya koperasi ini adalah mudah menata, membina dan meningkatkan kesejahteraan para penambang yang pada akhirnya apabila kesejahteraan para penambang sudah terpenuhi, diharapkan para penambang bisa beralih profesi ke pekerjaan lain.
Selain itu untuk mendukung pemanfaatan sumber energi alternatif maka pemerintah Desa Umeanyar memfasilitasi pembangunan sumber energi alternatif berupa pembangunan dua buah instalasi pemanfaatan biogas
dari kotoran sapi yang masing-masing satu unit dikawasan Banjar Dinas Pawitra dan satu unit di banjar dinas Kundalini Desa Umeanyar pembangunan tersebut diharapkan dapat menjadi pilot project yang diharapkan nantinya.

3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
   Untuk melestarikan lingkungan Desa Umeanyar mempunyai program menanam pohon di setiap awal musim hujan. Untuk mewujudkan program ini dibentuk satu kelompok yang peduli dengan lingkungan. Pada tahun 2020 ditanam sekitar 1500  bibit cabai, Semua bibit ini diperoleh dari Bantuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng. Sedangkan untuk proses penanamannya dilakukan secara swadaya oleh anggota kelompok, perangkat desa dan masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) juga melakukan kegiatan yang sama dengan menanam dilingkungan kanan kiri jalan (kakija). Bibit diperoleh dari pembelian dan proses penanamannya dilakukan oleh masyarakat. 
Selain itu untuk usaha Penguatan lahan dan penyelamatan dan pelestarian lingkungan dan sumber air maka  Desa Umeanyar bekerja sama dengan salah satu pihak ketiga yang berkepentingan dalam usaha penyelamatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan mengangkat tenaga Kebersihan dan tenaga kebun di wilayah Desa Umeanyar
4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
   Disamping itu bagi pelaku industri yang sudah berjalan dengan baik (mempunyai modal, pemasaran lancar), Pemerintah Desa berusaha untuk mengajukan bantuan berupa peralatan yang menunjang proses produksi. 
5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

  Sampai saat ini Desa Umeanyar belum mempunyai bidang pembinaan koperasi  sehingga ke depan bisa diagendakan membentuk koperasi. Dengan demikian pada tahun 2020  harus ada anggaran yang disediakan atau dialokasikan ke sektor koperasi. Sedangkan untuk usaha kecil dan menengah sudah masuk dalam sektor industri diatas.
6. Bidang Penanaman Modal

  Bidang penanaman modal sampai saat ini masih di lakukan oleh pihak luar yaitu dengan mendirikan bangunan tempat pariwisata seperti : Hotel, Villa dan Restaurant yang sampai saat ini sudah berdiri dan beroperasi, Mengalami peningkatan 87% dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun mendatang.

6. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    Untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Desa Umeanyar Pemerintah Desa Umeanyar melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memberikan bantuan yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja dari keluarga miskin. Disamping itu kegiatan juga diarahkan pada peningkatan kualitas pengetahuan bagi anggota Karang Taruna. Untuk mendukung kegiatan Karang Taruna ini LPM juga mengalokasikan dana yang diambilkan dari Program Sosial Kemasyarakatan. Pengelolaan dana bantuan ini dilakukan secara mandiri oleh karang taruna berdasarkan kebutuhannya.

Disamping kegiatan tersebut diatas, Pemerintah Desa Umeanyar juga mengirimkan warganya (Karang Taruna, PKK) untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten 
Buleleng melalui dinas terkait. Dan apabila ada lowongan pekerjaan yang diumumkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng, Pemerintah Desa Umeanyar berusaha untuk menyebarkan informasi ini ke masyarakat.
8. Bidang Kesehatan

   Untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat Pemerintah Desa Umeanyar. mengirimkan kader-kadernya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, dan dari Puskesmas II  Disamping itu juga dibentuk kader-kader kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, antara lain kader Posyandu balita maupun lansia, kader Jumantik (juru pengamat jentik), dan membentuk kepengurusan Desa Siaga.

Untuk meningkatkan kinerja kelompok yaitu balita maupun lansia, Pemerintah Desa Umeanyar melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mengalokasikan dana bantuan yang diambilkan dari DD tahun 2020 Program Kelembagaan berupa insentif dan Operasional. 
9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan


Dari tahun ke tahun Pemerintah Desa selalu mengedepankan kegiatan

 Pendidikan dan Kebudayaan seperti halnya : Pendidikan Belajar Bahasa Inggris
 yang sering dilaksanakan pada hari minggu, dan Kegiatan Belajar Membaca

 pada hari Senin yang diikuti oleh adik-adik Sekolah Dasar. Dan untuk 

 melestarikan Kebudayaan Pihak Pemerintah Desa melalui dana APBDesa 2020
 tetap memfasilitasi dan memberikan pelatihan-pelatihan bagi Anak dan Remaja

 seperti Pelatihan Drama Gong, Pelatihan Gong Kebyar dan yang lainnya. 

10. Bidang Penataan Ruang

   Program penataan ruang (Rencana Tata Ruang Wilayah, disingkat RTRW) mengikuti RT RW induk Kabupaten Buleleng.
    11. Bidang Pemukiman dan Perumahan

  Sampai dengan saat ini pelaksanaan kegiatan di bidang pemukiman dan perumahan masih belum ada.
    12. Bidang Perhubungan

   Sarana perhubungan  berupa jalan  pada tahun 2020  di Desa Umeanyar yaitu bantuan berupa pembetonan Jalan Usaha Tani Subak Banyumati, Banjar Dinas Kundalini, Desa Umeanyar.
13. Bidang Lingkungan Hidup

    Kegiatan pada bidang ini untuk tahun 2020  difokuskan pada program penyelamatan dan penguatan lingkungan hidup serta pelestarian sumber-sumber air. Pelaksanaannya dilakukan melalui program-program yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok desa yang ada di Desa Umeanyar bekerja sama dengan dinas yang terkait yang ada di Pemerintahan Kabupaten Buleleng dan bekerja sama dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang penyelamatan dan pelestarian lingkungan.
14. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik

     Di bidang   khususnya pada pelaksanaan Pemilihan Presiden, Legeslatif, Bupati dan Gubernur, maupun Pemilihan Kelian Desa Pakraman Desa umeanyar dapat melaksanakan pemilihan itu dengan baik, lancar dan aman, Hal ini di karenakan tingkat kedewasaan masyarakat umeanyar sudah bagus. Sehingga tidak di ketemukannya keributan keributan baik sebelum dan sesudah pemilihan.
15. Bidang Pertimbangan Keuangan

     Didalam bidang ini Desa Umeanyar memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 yang disalurkan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng dan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. 

     Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 sebagai berikut :

     Ringkasan APBDesa Tahun 2020 :
1. PENDAPATAN DESA

a. Pendapatan Asli Desa


Rp.      23.706.521,34
b. Bagi Hasil Pajak



Rp.      85.343.000,00
c. Bagi Hasil Retribusi



Rp.      12.288.000,00
d. Alokasi Dana Desa



Rp.    531.317.000,00
e. Dana Desa




Rp.    742.994.000,00
f.  BKK Provinsi




Rp.    150.000.000,00
g. BKK Kabupaten



Rp.     - 

h. Sumbangan dari pihak ke-3 

Rp.     –
i.  Pendapatan Lain-lain


Rp.        7.843.839,35
         JUMLAH




Rp. 1.553.492.360,99
II. BELANJA





Rp. 1.698.115.901,65
III.REALISASI





Rp. 1.546.902.184,20
IV.SILPA





Rp.    117.869.394,77
16. Bidang Tugas Pembantuan

     Didalam pelaksanaan tugas pembantuan ini Pemerintah Desa Umeanyar telah melaksanakan dengan semaksimal mungkin, antara lain pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sampai dengan Akhir tahun 2020 pada buku pajak 2020 telah mencapai lebih dari 77,29 %. Hasil dari penarikan ini disetorkan oleh petugas pemungut ke tempat pembayaran PBB di Kecamatan.
Tugas pembantuan yang lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Umeanyar melalui perangkat desa adalah pendistribusian surat yang dikirim oleh kantor pos ke warga penerima surat. Pendistribusian kartu BPJS dan JKN  sekaligus memberitahu warga penerima dalam hal waktu dan tempat pelaksanaannya.
17. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan 


  Pemerintahan Umum

    Bidang pembantuan yang menyangkut Linmas, biasanya secara langsung dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Buleleng. Kegiatannya meliputi pengamanan-pengamanan kegiatan tingkat Desa  antara lain pengamanan pemilu, kegiatan hari-hari besar nasional maupun hari-hari besar keagamaan.
18. Bidang Perencanaan

    Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang ada di desa biasanya dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh BPD, Perangkat Desa, LPM, Klian Banjar Dinas , Karang Taruna, PKK, dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Warga Masyarakat.

Semua usulan dari kegiatan ini berasal dari kebutuhan masyarakat sesuai dengan wilayah masing-masing, namun karena begitu banyaknya usulan akhirnya disepakati bersama adanya skala prioritas pembangunan. 
19. Bidang Penerangan / Informasi dan Komunikasi

    Pada bidang penerangan/informasi dan komunikasi, Pemerintah Desa Umeanyar menyediakan WiFi  / Internet dan membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang bertugas memberikan informasi kepada masyarakat dan sebagai fasilitator bertemunya kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, seperti Kelompok Tani. Kegiatan KIM ini dibina dan difasilitasi oleh Dinas Informasi, Komunikasi  Kabupaten Buleleng.
Pada tahun 2013 sampai Sekarang  kegiatan KIM diantaranya melakukan penyuluhan mengenai flu burung, flu babi Penanganan Rabies, Demam Berdarah, dan menginformasikan pupuk organik dan keuntungannya kepada 
kelompok tani, penyuluhan bahaya narkoba, penyuluhan tentang stop merokok.
20. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

  Pada bidang ini pelaksanaannya dijadikan satu dengan bidang keluarga berencana.
  21. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

   Pada tahun 2020 ini bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dibawah koordinasi PKK Desa melaksanakan berbagai kegiatan mulai dari pembinaan kesehatan ibu, bayi dan balita, pelaksanaan posyandu, 
pembentukan dasa wisma, peningkatan kinerja Pokja I sampai dengan Pokja IV yang keseluruhan kegiatannya diperuntukkan bagi kesejahteraan keluarga. Kegiatan ini dibiayai oleh DD tahun 2020 yang disalurkan melalui LPM pada Program Kelembagaan.
22.  Bidang Pemuda dan Olahraga
     Pembinaan pemuda dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, mulai dari keterampilan dan kesenian. Selain itu Karang Taruna diberi kepercayaan untuk mengelola dana pembinaan yang berasal dari dana DD 2020 sebagai wujud dari kegiatan pemberdayaan anggota Karang Taruna, selain itu untuk pembinaan olahraga maka diberikan dana pembinaan yang berasal dari dana ADD 2020 kepada klub-klub olah raga yang ada di Desa Umeanyar untuk usaha pembinaan dan peningkatan prestasi di bidang olah raga.
23. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
     Untuk memberdayaan masyarakat desa dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  (LPM) yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengatur dan melaporkan semua kegiatan pembangunan, kegiatan kemasyarakatan yang ada di desa, sekaligus sebagai pengelola dana ADD tahun 2020  bersama-sama dengan Perbekel.
23. Bidang Statistik 
    Pada bidang ini Pemerintah Desa Umeanyar, yang diwakili oleh perangkat desa sesuai perintah perangkat desa membantu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Pendataan yang maksud adalah :
i. Ubinan

ii. Update data keluarga miskin

iii. Update data dasar keluarga online (Prodeskel)
iv. Dll
Semua kegiatan diatas dibiayai dari anggran APBdesa 2020
24. Bidang Arsip dan Perpustakaan
      Pada tahun 2014  Pemerintah Desa Umeanyar memfasilitasi terbentuknya perpustakaan desa yang mendukung program pemerintah untuk program perpustakaan keliling. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan minat baca bagi masyarakat dan lembaga yang ada di desa.
C. DATA PERANGKAT DESA

	NO
	NAMA
	T./TGL.LAHIR
	JABATAN
	TMT JABATAN


	PEND TERAKHIR
	KET.

	1

2

3

4

5

6

7       
8

9
10
	Putu Edy Mulyana.SE

Ketut Mei Ardika,S.Sos
Kadek Desi Sumarni

Ni Made Manipar

I Made Kastu

Ni Luh Sani Riviani

Kadek Suartama
Ni Komang Budianing

I Made Laba

I Gede Mustiada
	Sulanyah, 31-05-1978

Umeanyar,2-05-1978

Umeanyar,30-04-1994

Pungolon,04-07-1963

Umeanyar,29-07-1965

Jakarta,19 -01-1969

Umeanyar,16-10-1993
PangkungParuk, 21-01-1992

Umeanyar, 2-07-1967
Buleleng, 13-12-1965
	Perbekel 

Sekretaris Desa 

Kasi Pemerintahan

Kasi Pelayanan 

Kasi Kesejahteraan
Kaur Umum
Kaur Perencanaan
Kaur Keuangan

Kelian Dsn Kundalini

Kelian Dsn Pawitra
	20-11-2015

01-04-2016

01-08-2016

01-08-2016

01-08-2016

01-08-2016

01-06-2020
01-04-2017

01-08-2016

01-08-2016
	      S1

      S1
      SMK

      SMA

      SMA 

      SMA

      SMK
      SMA

      SMA

      SMA
	20-11-2021

Umur 60 thn
Umur 60 thn
Umur 60 thn
Umur 60 thn
Umur 60 thn
Umur 60 thn
Umur 60 thn
Umur 60 thn
Umur 60 thn


D. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan pembangunan di Desa  Umeanyar dilakukan melalui dua jalan yakni :

1. Penyerapan aspirasi dari bawah
    Perencanaan pembangunan biasanya di dahului oleh usulan warga berdasarkan kebutuhan mendesak. Usulan ini disampaikan oleh warga melalui RT,  atau Kelian Banjar Dinas bahkan langsung ke perangkat desa. Dari usulan ini, penerima usulan menyampaikan secara resmi melalui forum musyawarah warga yang selanjutnya di dalam musyawarah warga tersebut usulan dibahas. 

   Di dalam pembahasan usulan ini, biasanya yang menyangkut pembangunan fisik yang membutuhkan dukungan dana langsung dibentuk susunan kepanitiaan yang menanganinya, apabila usulan menyangkut ketenagakerjaan maka perangkat desa ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan diatas melalui kerja bakti.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan direncanakan melalui musyawarah mufakat oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga lembaga desa yang lain, serta tokoh masyarakat. Segala biaya yang timbul dari kegiatan tersebut dibicarakan melalui musyawarah warga apabila nantinya membutuhkan partisipasi warga secara langsung. Namun apabila kegiatan ini dapat dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Desa, maka cukup pemerintahan desa yang melakukan musyawarah mufakat. Namun apabila tidak mampu dibiayai oleh desa maka usulan tersebut disampaikan ke forum musrenbangdes untuk dilanjutkan ke forum-forum selanjutnya.
2. Melaksanakan program dari atas

    Sedangkan untuk pelaksanaan program dari atas baik dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat tetap menyesuaikan dengan usulan rencana kegiatan dari bawah atau hasil musrenbang tetapi tetap berpedoman pada petunjuk program dari atas.
E. SARANA DAN PRASARANA
    Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mencapai dan mensukseskan kegiatan pembangunan fisik, pemerintahan, sosial kemasyarakatan dan seni budaya diperoleh secara langsung dari masyarakat desa dan Pemerintah Desa. Kecuali apabila kebutuhan yang dimaksud tidak bisa dipenuhi sendiri baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Desa seperti kegiatan yang membutuhkan publikasi ke khalayak ramai seperti penyiaran kegiatan ke televisi lokal, regional bahkan nasional
BAB IV

URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
A. KERJASAMA ANTAR DESA

       1. Desa Yang Diajak Kerjasama
   Tidak Ada 
2.
Dasar Hukum
   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bagian  ke enam tentang Kerjasama Antar Desa Pasal 92 ayat (1) Bab XI Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat.

B.  Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
     Di dalam melaksanakan kegiatan ini Pemerintah Desa Umeanyar membentuk Tim Pelaksana Desa. Di dalam susunan kepengurusannnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Kepengurusan ini bertugas untuk mengelola dibidang administrasi, keuangan dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran Pembangunan Desa 
Secara administratif pengelolaan keuangan dilaporkan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada penduduk maupun Pemerintah Desa. Di dalam laporannya diperinci dalam bentuk laporan bulanan, baik pemasukan maupun pengeluaran.
C.  Data Perangkat Desa
     ada.

1. Sumber Dan Jumlah Anggaran
     ada 
2. Jangka Waktu Kerjasama
    Tidak Ada 
3. Hasil Kerjasama
Ada, yaitu dapat saling mengisi dan berbagi ilmu di dalam wilayah kantor desa
4. Permasalahan Dan Penyelesaian
     Tidak ada.
D.   KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1.  Mitra Yang Diajak Kerjasama

       Ada 

2. Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bagian   ke enam tentang Kerjasama Antar Desa Pasal 93 ayat ( 1 ) Kerjasama desa dengan pihak ketiga  sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bidang Kerjasama

Pemeliharaan Kebersihan
4. Nama Kegiatan

TPS3R
5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa

Ada
6. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Ada
7. Jangka Waktu Kerjasama

Tidak Ada 

8. Hasil kerjasama

Bagus
9. Permasalahan dan penyelesaian

Tidak Ada

E. BATAS DESA

1. Sengketa Batas Desa

 Tidak Ada
2. Penyelesaian Yang Dilakukan

Tidak Ada
3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa

Tidak ada.

4. Data Perangkat Desa

 Ada
F. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.
1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya
Bencana yang sering dialami oleh Desa Umeanyar adalah meluapnya air sungai ke perumahan penduduk dan Abrasi Pantai yang berasal dari saluran air subak Ponjok cukli dan Meningkatnya permukaan Air Laut,  tetapi hal itu sudah tratasi dengan menaikkan sampah yang ada di gorong gorong saluran air subak.
            Status bencana di Desa  Umeanyar adalah Biasa pada saat musim hujan.    (membutuhkan pengawasan).
2. Sumber Dan Jumlah Anggaran
Tidak Ada
3. Antisipasi Desa
Selama ini Desa Umeanyar. melakukan penanggulangan terbatas pada    pembenahan-pembenahan kecil, yaitu melakukan kegiatan ngayah di subak menaikkan sampah di sungai setiap minggu sekali.

4. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan warga masyarakat yang menjadi anggota subak ponjok cukli.
5. Kelembagaan Yang Dibentuk
Tidak Ada
6. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
Potensi bencana yang diperkirakan terjadi adalah longsor akibat hujan yang deras sehingga menutup aliran sungai yang bisa mengancam areal pertanian/persawahan.

G.PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang Terjadi
Selama tahun 2020  tidak ada gangguan yang menggangu ketenteraman dan ketertiban umum.

2. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
Linmas, Pecalang, Bhabinsa, Badan pengamanan swakarsa oleh warga   masyarakat
3. Penanggulangannya Dan Kendalanya
      Penganggulaan  : 

      Koordinasi dengan pihak yang berwajib bila terjadi gangguan keamanan. 
     Kendalanya 
: 

     Terbatasnya biaya. 
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan
Dalam hal pengamanan di Desa menerima bantuan berupa ditempatkannya 1 (satu) orang Bimbingan Keamanan dan Ketertiban (Babinkamtibmas ) dari kepolisian dan juga ditempatkannya 1( satu ) orang Badan Pembinaan Desa       ( Babinsa ) dari Pembantu Wilayah Koramil ( PWK ) yang bertugas sebagai mitra kerja Linmas.

5. Sumber Dan Jumlah Anggaran
Tidak Ada
BAB V
P E N U T U P
     Dengan adanya perubahan-perubahan regulasi yang mengatur tentang pemerintahan Desa, telah memacu Desa untuk terus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap aturan tersebut. Terkadang terasa sulit untuk diaplikasikan, namun dengan upaya dan kemauan untuk belajar perubahan tersebut dapat teratasi. Demikian pula dengan pembuatan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Desa  ini, disadari masih banyak ketidak sempurnaan. Oleh karena itu masukan dan usul saran sangat kami harapakan demi tersusunnya Laporan ini menjadi lebih baik. 
Dari pemaparan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa  Umeanyar sudah terlaksana sesuai yang direncanakan. Hal ini dapat terlihat dari capaian kinerja sebagai berikut 
1. Angaran Pendapatan dan Belanja Desa Umeanyar Tahun Anggaran 2020 telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai Laporan Pertanggungjawaban terlampir.

2. Pendapatan Asli Desa yang direncanakan sebesar Rp. 3.600.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.600.000  atau mencapai  100 %.

3. Dari 4 Program kegiatan Pembangunan yang direncanakan telah terlaksana 4        ( Empat ) Program kegiatan. Dengan demikian terealisasi  100 %.
4. Secara umum kondisi perekonomian dan sosial sudah semakin membaik. Hal ini terlihat dari adanya penurunan jumlah KK miskin dari tahun sebelumnya sebanyak  75 KK  saat ini sebanyak 71 KK  serta pendapatan perbulan masyarakat sebesar Rp. 1.750.000.- dari tahun sebelumnya sebesar Rp.1.500.000.- 
5. Adanya hubungan kerjasama yang baik dan harmonis antara pemerintah desa, dengan BPD, Lembaga Kemasyarakatan maupun Lembaga Adat serta masyarakat dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
6. Disamping keberhasilan pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Desa  yang telah dicapai, disadari masih ada kekurangan atau kelemahan dalam penyelenggaran umum pemerintahan dan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi anatra lain :
· Keterbatasan dana / anggaran daerah dan desa dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat.

· Lemahnya Sumber daya Aparatur pemerintahan .
· Lemahnya koordinasi lintas sektor 
7. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  Desa Umeanyar yang meliputi     penyelenggaran urusan dan kewenangan yang telah ada dan dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.
Demikian Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran Desa Umeanyar ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan sangat Sederhana sehingga masih sangat jauh dari kesempurnaan untuk itu kami mohon kritik dan saran demi menuju kearah perbaikan.









Umeanyar, 31 Desember 2020








Perbekel Umeanyar









PUTU EDY MULYANA, SE
Terwujudnya Desa Umeanyar yang Maju,Mandiri dan Sejahtra,Melalui Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Bersih serta Pemantapan Pembangunan Pedesaan Berlandaskan Semangat Kegotong Royongan dan Berwawasan Lingkungan.
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